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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil
kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahanya itu dilihat dari fakta
penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme
terhadap kasus Bom Bali | tahun 2002, Bom JW Marriott 2003 dan Bom
Kedubes Australia 2004 (Bom Kuningan) baik dari pasal yang dikenakan
pelaku, maupun hukuman yang dijatuhkan oleh para pelaku menunjukkan
bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut. Contoh
kasus Ali Gufron, Imam Samudra danAmrozi dijatuhi hukuman mati karena
akibat yang ditimbulkan dari Bom Bali cukup dasyat, Rohmat Puji Prabowo
dalam kasus Marriot dijatuhi pidana 7 tahun 6 bulan karena dengan sengaja
memberikan bantuan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan pelaku
tindak pidana terorisme dan Saipul Bahri dalam kasus Bom Kedubes
Australia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena terbukti turut serta
melakukan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan pelaku utama

pemboman.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis

berikan adalah sebagai berikut :
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1. Adanya kerjasama menyeluruh antara aparat baik TNI maupun Polri serta
dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai tingkat RT dan RW.

2. Pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya
ancaman terorisme yang dimulai dari para tokoh masyarakat, tokoh agama
dan pemuda, serta kepada lapisan masyarakat paling bawah.

3. Pemerintah perlu segera meningkatkan kerjasama dengan negara-negara
didunia dalam mencegah dan menanggulangi segala bentuk tindakan
terorisme karena kegiatan terorisme di Indonesia sering berkaitan dengan

kegiatan terorisme internasional.
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